BUPATIHALMAHERASELATAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN

NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Menmimbang a

Mengingat

1

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan
struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah  Kabupaten Halinahera Selatan, perlu
ditindaklan jut: dengan Pembentukan Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Halinahera Selatan,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dumaksud pom a datas, maka peériu  menctapkKai
Peraturan Bupati Halinahera Selatan tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi1 serta Tata Kerja Dinas
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Halinahera Selatan,

Undang-Undang Nommor 46 Tahun 1999 tentang
Peinbentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
R Tahun 1999 Nommor 174, Tambahan Lembaran Negara
R1 Noiior 3859), sebagauiiana teldn dwibah dengan
Undang-Undang Nomnor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara
RI Tahun 2000 Nomor 73, Tainbahan Lembaran Negara
RI N oin o3961),

Undang-Undang Noimnor 1 Tahun 2003 tentang
Peinbentukan Kabupaten Halinahera Utara, Kabupaten
Halmahera  Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halinahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan
di Provins1 Maluku Utara (Lembaran Negara R1 Tahun
20063 Nomor 21, Tamibahan Leinvdran Negaa R1 Nomor

4264),



[eh)

Memperhatikan

Menetapkan

Sl

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintanan Daerah (Lembaran Negara Ri Tahun 20i4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
5587) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
R1 Tahun 2015 Nomor 59),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Organisast Perangkat Daerah (Lembaran Negara R
Tahun 2016 Nomor 11 seébagaunaina teldn dwbah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2019 Nomor 187),
Peraturan Menter1 Dalam Neger1 Nomor 14 Tahun 2020
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil di Propinsi dan Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202),
Peiraturan Daerah Kabupaten Maimahera Selatann Noimior 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Halmaehera Selatan Nomor 8} sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah  Kabupaten  Halmahera  Selatan  tentang
Pebentukail dan Susunan Ferangkat Daeralhi Kabupaten
Helamhera Selatan,

Surat Kementerian Dalam Neger1 Nomor 061/4257 /OTDA
tertanggal 29 Jumi 2021  Perthal Persetujuan
Penyederhanan Struktur Organisast Perangkat Daerah
dihingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera
selatan dan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG
SUSUNAN ORGANISASi, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SiPiL KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati im1 yang dimaksud dengan

1
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Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Pemerintah Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan Perangkat
Daerah sebagal unsur Penyelenggaraan Pemerintah

Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan

Dewann Perwakilan Rakyat Daerah selanjutiiya disdout DPRD, adaldn
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera
Selatan

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdin dar Sekretanat
Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah
dan Kecamatan

Duias adalali Duias Kepeéridudukan: daur Pencatatan Sipil

Tugas Pokok adalah Tugas utama para pemangku jabatan tertentu pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Fungs: adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara
dalam rangka memimpin Satuan Organisasi Perangkat Daerah

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang beris1 fungsi dan
tugas berkartann dengan pelayanain fwigsional yang berdasaikan pada
keahlian dan/atau keterampilan tertentu

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang bernsi fungs: dan
tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipl yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu yang secara
langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan
merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjad:
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kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3
(1) Susunan Organisast Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri
atas
a Dinas,

b Sekretanat Dinas, terdin dan
1 Sub Bagian Umnuin dan Kepegawaian,
2 Sub Bagian Keuangan, dan
3 Kelompok Jabatan Fuiigsioied

¢ Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dan Kelomnpok Jabatan
Fungsional,

d Bidang Pelayanan dan Pencacatan sipil, dan Kelompok Jabatan
Fungsional,

e Bidang Pengelolaan Informasi ADM Kependudukan, dan Kelompok
Jabatan Fungsional,

f Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, dan Kelomnpok
Jabatan Fungsional, dan

TTo & DoVl o o= M1 ITTTVYTY
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(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantuin pada lampiran
Peraturan Bupati i1

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
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Pasal 4

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf a, dippmpin oleh seorang Kepala Dinas yang
mempunyal tugas nemnbantu Bupati dalain nenyelenggarakan urusan
pemermtahan di bidang administras: kependudukan dan pencatatan sipil
yang menjad: kewenangan daerah dan tugas pemnbantuan yang diberikan
kepada pemnerintah daerah

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalain Pasal 4, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil inenyelenggarakan fungsi

1

Penyelenggaraan koordinasi dengan kantor Kkementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten
dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak,
cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam,

Penyelenggaraan koordinasi dengan kantor keinenterian yang
meényelelggaakan wusail pemeiiiitanan d bidamg agama kdoupaten

dalam mmemelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-
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masing kepada instans: vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan
Pencartatan Sipii Kabupaten,

Penyelenggaraan koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga
non-Pemerntah di kabupaten dalam penertiban pelayanan Administrast
Kependudukan,

Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,
evaluasy, dan pengendalian urusan Administrast Kependudukan di
kabupaten,

Pengadaan blangko Dokummen Kependudukan selain blangko KTP-el,
formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan
pencatatan sipd sesuar dengan Kevutuhan,

Pengelolaan dan  pelaporan  penggunaan  blangko  Dokumen
Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran
Penduduk dan pencatatan sipil,

Pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas
UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, termasuk
meminta laporan pelaksanaan tugas UPT Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten yang berkaitan dengan pelayanan
Pencatatan Sipil,

Pembinaan, pembunbingan, daii supérwvis: tediaddp penugasail Kepada
desa atau yang disebut dengan naina lan,

Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan
pencatatan peristiwa penting,

Penernnaan dan permintaan Data Kependudukan dar Perwakilan
Republik Indonesia melalui Menter,

Fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan,
penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan,

sosialisas: penyelenggaraan urusan Admimistras: Kependudukan,

keya sama deéngail o1 gansas: Kemasya: akatan dan perguruan tingg,
komunikasi, informasi, dan edukas: kepada pemangku kepentingan dan
masyarakat,

Penyapan Data Kependudukan yang  akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan,

supervist bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang againa kabupaten/kota dan pengadilan
agama mengenal pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk
bagi Penduduk yang beragama Islain dalam rangka pembangunan basis
Data Kepentudukan,

pengawasan penyelenggaraan urusan Admimstrasi Kependudukan, dan
Pelaksanaan fungs: lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya

Paragraf 2
SEKRETARIAT

Pasal 6

Q1 4 = R e T = N Lol e e e P Py P S I R 5 S - L.
o etanal Duias sebagauniauia imaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huwiuf b,

dipimpin oleh seorang Sekretarns yang berada di bawah dan bertanggung
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jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
aalam melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan,
pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan,
hukum, nformasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan,
pembinaan Kketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian,
pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan admmstras: di
hngkungan Dinas Sosial berdasarkan ketentuan dan peraturan yang
berlaku

Dalam menyelenggaiaikan tugds sebagaunana dunaksud pada I

Sekretariat menyelenggarakan fungsi

1 Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan
dan anggaran di ingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

2 Pembmaan dan pemberian dukungan admnistrasi yang meliputi
keuangan, hukuin, hubungan nasyarakat, ketatausahaan, kearsipan,
kerumahtanggan, dan pelayanan administrast di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

3 Pengordinasian, pembmaan dan penataan organisasi dan tata laksana di
hrngkurigan: Duias Kepeindudukaii dain Pencatatan Sipil,

4 Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta
pelaksanaan advokasi hukuin di ingkungan Dmas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,

5 Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi,

6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan
barang/jasa di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

7 Pengoordinasian penyusunan Renstra, Renja, LKjIP, SAKIP, LPPD dan
Laporaui Reuaiigail Duias,

8 Pengelolaan kepegawalan di lingkungan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,

9 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lmgkup
tugasnya,

10 Pengendalian pelaksanaan tugas UPT, dan

11 Pelaksanaan fungsi lam yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya

= =1 r
Sdai v,

Fasal &
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat
(1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
bertanggung jawab kepada  Sekretaris dan mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan kepegawaian, keruinahtanggaan, perpustakaan,
kearsipan, dokumentasi, kehumasan dan ketatalaksanaan

Pasal 9
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub
Bagian Umum dan Kepegawalan inenyelenggarakan fungsi
1 Penyusunan rencana kerja subbagian umuin dan kepegawaian,
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Penylapan bahan perumusan kebijakan tekms terkait administrasi

umum dan kepegawaian,

Pengelolaan data kepegawaian dinas,

Penylapan bahan mutasi pegawai dinas,

Penyiapan kesejahteraan pegawai dinas,

Penyiapan bahan pembinaan pegawai dmas,

Penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas,

Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan dan

perpustakaan dmas,

Penyiapan, penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan dinas,

Penyelenggaiaan 1E101NAaS1 DIUOKIdS, huKuiii, Oigai1sas,

ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada dinas,

11 Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran,

12 Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran,

13 Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja subbagian
umnum dan kepegawaian, dan

14 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsmya

OO0~ W

O
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Pasal 10
Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf b
angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris dan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan
keuangan, penatausahaan, akuntansi, penylapan bahan tanggapan
pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan
Pasal 11
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sub
Bagian Keuangan inenyelenggarakan fungsi
1 Penyapain koordmas: pengelolaant Keuarigaii,
2 Penatausahaan, Venfikast Anggaran, Akuntast dan Pembukuan
Keuangan,
3 Pelaksanaan Pengendalan Kegiatan dan Anggaran,
4 Penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gap
serta tambahan penghasilan bag: pegawai,

5 Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaaan,
6 Penylapan bahan pertanggungawaban pengelolaan keuangan, dan
7

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

Fmwmn Lovmmemcame -
Uil 1UarERydiiya

Paragraf 3
BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 12
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada
Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyar tugas

i Vo Ry i Sy o _—— A = P B i JE, T, T Y — e
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penerbitan dokumen pendaftaran penduduk d1 bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk

Pasal 13
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12,
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi
1 Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk,
2 Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk,
3 Pelaksanaan pembinaan dan koordinas1 pelaksanaan pelayanan
pendaftaran penduduk,
Pelaksanaai peéidydiidii peiiuailtaidin pentuduk,
Pelaksanaan penerbitan dokuinen pendaftaran penduduk,
Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk,
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk, dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

0 ~NO0 U b

Paragraf 4
BIDANG PELAYANAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 14
Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal
3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung
jawab kepada Kepala Dmas dan mempunyar tugas 1nelaksanakan
pérwiusain dann pelaksanaan kebyakan tekius dalam penerbitan dokumen

Pencatatan Sipil di1 Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil

Pasal 15
Dalain menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14,
Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi
1 Penyusunan perencanaan pelayanan Pencatatan Sipil,
2 Perumusan kebijakan teknis Pencatatan Sipil,
3 Pelaksanaan pembinaan dan koordinas: pelaksanaan pelayanan
Pencatatan Sipil,
Pelaksaiiaaui pelayanian Fencatatan Sipid,
Pelaksanaan penerbitan dokumen Pencatatan Sipil,
Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan Pencatatan Sipil,
Pengendalian dan evaluas: pelaksanaan Pencatatan Sipil, dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

0 ~NO0 U b

Paragraf 5
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 16
Bidang Pengelolaan Informasi ADM Kependudukan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipompin oleh seorang Kepala Bidang yang
bertanggunglawab kepada Kepala Dmas dan mempunyair tugas
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melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis yang meliputi
sistem nformasi adminmistrasit kepenaudukan, pengoiahan dan penyajan
data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi
mformasi dan komunikast di bidang pengelolaan informas: administras:
kependudukan

Pasal 17

Dalam inenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16,

Bidang Pengelolaan Informasi1 ADM Kependudukan menyelenggarakan

fungsi

1 Penyusunan  peééncaniaan  peéngelolaan  wmformasi admunsuas:

kependudukan yang meliput1 sistem informasi administras:

kependudukan, pengolahan dan penyapan data kependudukan serta
tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan
komunikasi,

2 Perumusan kebijakan teknis pengelolaan mformasi administrasi
kependudukan yang meliputi sistem informasi admnistrasi
kependudukan, pengolahan dan penyapan data kependudukan serta
tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan
kOfﬂuﬁlkaSL,

3 Pelaksanaan pembmaan dan koordinast pelaksanaan pengelolaan
informasi administras1 kependudukan yang meliputi sistem informasi
administrast  kependudukan, pengolahan dan penyajan data
kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi
informasi dan komunikasi,

4 Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang
meliput: sistem nformas: administras: kependudukan, pengolahan dan
penyajan data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya
nidanusia teknolog: wioniias: dan komuinkas,

5 Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi
administras: kependudukan, dan

6 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

Paragraf6
BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN

ra»dli 10
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 3 ayat (1) huruf {f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis yang meliputi
pemanfaatan data dan dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi

pelayanan administrasi kependudukan di Bidang Pemanfaatan Data dan
Inovasi Pelayanan
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Pasal 19

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksua pada Pasai 18,
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovas: Pelayanan menyelenggarakan fungsi

1

N OO A

[0 4]

(1)

Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan  dokumen
kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan,

Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen
kependududukan, kerja sama serta inovas: pelayanan administrasi
kependudukan,

Pelaksanaan pembinaan dan koordinas:i pelaksanaan pemanfaatan data
dan dokumien kepeéridududukani, Keérja sama seérta inovas: peélayaiiaui
administras: kependudukan,

Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependududukan,
Pelaksanan kerja sama administras: kependudukan,

Pelaksanaan inovasi pelayanan administras: kependudukan,
Pengendalian dan evaluas: pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen
kependududukan, kerja sama serta 1novasi pelayanan administrasi
kependudukan,dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

%, | - [ NS
Uall 1ui1Esiiiya

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 20
Pada Dmnas dapat dibentuk Umnit Pelaksana Tekmis (UPT) untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penun jang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah
CPT sebagaimaia Qimaksud pada ayat (1) dypumpin oleh kepala UPT
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Pengaturanlebih lanjut mengenair Unit Pelaksana Teknis diatur dengan
Peraturan Bupati tersendiri

BAB IV
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Eselonisasi

Pasal 21

Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon
Ilb,

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau Eselon Illa,
(3) Kepaia Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon IIIb,
(4) Kepaia Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IVa
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Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemperhenuan

Pasal 22

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian diangkat dan
diberhentikan oleh Pejabat Pembitia Kepegawaian/Bupat:

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
Bagian Kesatu
Kelompok Jabatau Fungsional

Pasal 23
Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat
administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas jabatan fungsional,
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas inelakukan kegiatan
sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan
Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyail tugas
memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan
pengelolaan kegiatan dalain pelaksanaan tugas dan fungsi1 jabatan
pimpman tinggr pratama sesuai dengan bidang keahlian dan
keterampilan,
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau
dalam tnni Kéja wituk mientukuiig pencapaan tujuan dan Kuierja
organisasl
Pejabat fungsional yang ditugaskan secara ndividu sebagaimana
dimaksud dalami ayat (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara
berjen jang kepada kepala dinas
Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagar Tim Kerja sebagaimana
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan
Kepala Dmas
Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdir1 dan
a Ketua Tun, dan
b Anggota Tim
Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan
tugas sebagilamana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dan
perangkat daerah yang membidang
Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai anggota Tim kera
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dan
berbagai latar belakang kompetens: yang ada pada unit organisasi
tersebut atau diluar umt orgamsas;, untuk mengoptimalkan

pericapauanl ijuaul O1 gainsSas,,
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(10) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam
melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengeiolaan keglatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibertkan nila1 Angka Kredit 25%%
dar1 Angka Kredit Kumulatif

(11) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

(12) Tugas, jemis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

| [, (P RPSRR, |,S, | -
Dagiaul AeGua
Jabatan Pelaksana

Pasal 24
(1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena
dampak dan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan
pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan
a Unit Kerja yang masith memliki Jabatan Administrator, jabatan
pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat
Administrator atau Eselon III
Ut Kepa yang tdak m€nnhka Jdabatan Adimmiistraion, jabatan
pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat
Pimpinan Tingg1 Pratama atau Eselon II
(2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak
dan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan
bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV
(3) Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Pejabat Pembimna Kepegawaian/
Bupati
(4) Ketentuan mengenar uraian tugas jabatan pelaksana di lingkungan
Duias Kepentiudukann daii Fencatatanin Sipd diatur dengeani Peraturan
Bupat:1 tersendin

BAB VI
TATAKERJA

Pasal 25
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil wapb menerapkan prinsip koordinasi,
mtegrasi, dan smkromisasi baik di hingkungan masing-masing maupun
anitar satuan organisasi d: hngkungan Duias Kependudukan dan Pencatatan
Sipil serta dengan instansi lain di luar ingkungan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas masing-masing

Pasal 26
(1) Settap pimpinan satuan organisas: bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk
bagi pelaksanaan tugas sesuair dengan uraian tugas yang telah
ditetapkan, dan
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(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dukuu dan dipatuhi olen bawahan secara bertanggung jawab serta
dilaporkan secara Dberkala sesuar dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Pasal 27
Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di1 Imgkungan Dmas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil wajb mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung
jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat
pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 28
Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat
pengawas wajb diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk inenyusun
laporan lebih lanjut dan memberlkan petunjuk kepada bawahan

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Fasal 25
Dengan berlakunya peraturan Bupati 1ni, pejabat yang menduduki
Jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya
jabatan baru sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati
1

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

rasal 50

Dengan berlakunya Peraturan im, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh) Organisasi
Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupat: Nomor 39 Tahun 2021 tentang
Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan, dmyatakan dicabut dan tidak berlaku
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Pasal 31
Peraturan Bupat in1 muiai beriaku paaa tanggai ditetapkan
Agar setiap orang metgetahuinya, memnerintahkat pengundangan Peraturan
m1 dengan penempatantiya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera

Selatan

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal 2023

BUPATI HALMAHERA| SELATAN

\
‘}

USMAN SIDIK

Diundangkan di Labuha

pada tanggal 16 mbrion 2023
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HALMA{{ SELATAN,

Nip.49651271 200003 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023
NOMOR

Salinan Sesuai dengan aslhitiya

AT ART TTITTIT TR A
1\1_41'[1141'1 Dn\ 1IN [IVUNNULVE

&

VRATTOATNY TY A M NYY ARFTY

INUDLIL nnom\ el /s

Nip 19830702 200812 1 002




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR {4 TAHUN 2023

TANGGAL {4 =’ 0o 112023

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

[

KELOMPOK
JABATAN SEKRETARIAT
FUNGSIONAL
B
SUU:AUG:‘AN SuB KELOMPOKX
DAN BAGIAN JABATAN
FUNGSIONAL
KEPEGAWAIAN KEUANGAN
i i
B
BIDANG BIDANG BIDANG PEMA“:I:::TAN
PENGELOLAAN
PELAYANAN PELAYANAN INFORMAS! DATA
FTARA! TAT.
PE:E[:IADU:UK 3 PEN(:P‘: " ADMIN 5l lNgc:Sl
KEPENDUDUKAN PELA YANAN
KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK
JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

BUPATI HALMAHERA SELAT,

USMAN SIBIK




